
PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 72 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 

TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA 

PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka .meningkatkan nilai dan 

mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai 

agen pembangunan nasional dalam mendukung dan 

mempercepat program Pemerintah serta meningkatkan 

tertib administrasi, perlu melakukan pengaturan kembali 

mengenai sumber penyertaan modal negara dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat dijadikan 

penyertaan ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara dan 

Perseroan Terbatas dan menyempurnakan proses 

penatausahaan, sehingga perlu mengubah Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan 

Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 

Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik 

Negara dan Perseroan Terbatas; 

M engin gat 	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang . . . 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia. Nomor 4297); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada 

Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4555); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 

TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN 

MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN 

PERSEROAN TERBATAS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 

Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara 

dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4555), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan.. . 
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1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Negara yang dipisahkan. 

2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut 

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan 

terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh 

atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 

yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 

3. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum 

adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara 

dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus 

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan. 

4. Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas yang 

tidak termasuk Persero. 

5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi 

kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum 

pemegang saham (RUPS) dalam hal seluruh modal 

Persero dimiliki negara dan sebagai pemegang saham 
pada Persero dalam hal sebagian modal Persero 

dimiliki oleh negara serta sebagai pemilik modal pada 

Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan. 

6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai 

kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN 

melakukan kegiatan usaha. 

7. Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan 

Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber 
lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau 

Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara 

korporasi. 

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan 

pengadministrasian penyertaan negara dalam BUMN 

dan Perseroan Terbatas. 

2. Ketentuan . . . 
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2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan 

Perseroan Terbatas bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. kapitalisasi cadangan; dan/atau 

c. sumber lainnya. 

(2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 

kekayaan negara berupa: 

a. dana segar; 

b. barang milik negara; 

c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan 

Terbatas; 

d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan 

Terbatas; dan/ atau 

e. aset negara lainnya. 

(3) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari 

sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi: 

a. keuntungan revaluasi aset; dan / atau 

b. agio saham. 

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

(1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan 

negara berupa saham milik negara pada BUMN atau 

Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan 

Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa 

melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik 

negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal 

negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar 

saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut 

menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan 

negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa 

yang diatur dalam anggaran dasar. 

(3) Kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara 

pada BUMN atau Perseroan Terbatas, bertransformasi 

menjadi saham/ modal negara pada BUMN atau 

Perseroan Terbatas tersebut. 

(4) Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau 

Perseroan Terbatas tersebut. 

(5) Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN 

atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi 

jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan 

Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas. 

(6) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap 

dimiliki oleh BUMN lain tersebut. 

(7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal 

sebagai berikut: 

a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau 

melaksanakan pelayanan umum; dan/atau 

b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau 

Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber 

daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana 

diberlakukan bagi BUMN. 

4. Penjelasan ayat (1) huruf d Pasal 9 diubah. 

5. Penjelasan Pasal 26 diubah. 

Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2016 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2016 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 325 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, 

Deputi Bidang Hukum dan 

erundang-undangan, 

is ilvanna Djaman 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 72 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 

TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA. 

PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS 

I. UMUM 

Sejalan dengan makin besarnya peran BUMN dalam pembangunan 

nasional khususnya dalam menyukseskan program Pemerintah yang 

ditugaskan kepada BUMN sebagai agen pembangunan dan dalam rangka 

menghadapi perkembangan perekonomian global, diantaranya dengan 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN maka perlu segera 

dilakukan peningkatan nilai, penguatan daya saing, perluasan jaringan 

usaha, dan kemandirian pengelolaan BUMN. Langkah strategis untuk 

mencapai hal tersebut antara lain dengan melakukan penguatan 

kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN serta peningkatan tertib 

administrasi melalui penyempurnaan proses penatausahaan. Penguatan 

kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN dilakukan antara lain melalui 

pembentukan perusahaan induk BUMN. 

Salah satu strategi Pemerintah dalam pembentukan perusahaan induk 

BUMN yaitu dengan melakukan Penyertaan Modal Negara yang bersumber 

dari pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan 

Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya. 

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan 

Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas perlu dilakukan pengaturan 

kembali mengenai Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari 

pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas 

tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik 

Negara dan Perseroan Terbatas. 

II. PASAL . . . 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang 

bersumber dari barang milik negara mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengelolaan barang milik negara. 

Huruf c 

Pelaksanaan penyertaan modal negara yang 

bersumber dari piutang negara pada BUMN atau 

Perseroan Terbatas mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan piutang negara. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan "aset negara lainnya" 

adalah aset negara yang tidak termasuk dalam 

kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi 

aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat 

naiknya nilai aset. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah 

selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai 

nominalnya. 

Pasal . . . 
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Pasal 2A 

Ayat (1) 

Saham m.ilik negara pada BUMN atau Perseroan 

Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan 

negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan 

saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada 

BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan 

melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur 

dalam anggaran dasar antara lain hak untuk 

menyetujui: 

a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota 

Komisaris; 

b. perubahan anggaran dasar; 

c. perubahan struktur kepemilikan saham; 

d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan 

pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan 

oleh perusahaan lain. 

Ayat (3) 

Setelah dijadikan penyertaan modal negara pada 

BUMN atau Perseroan Terbatas, maka kekayaan 

negara 	tersebut 	bertransformasi 	menjadi 

saham/modal BUMN atau Perseroan Terbatas yang 

bersangkutan yang dimiliki oleh negara, sehingga 

status kekayaan negara berubah dari kekayaan 

negara tidak dipisahkan menjadi modal/ saham yang 

merupakan kekayaan .negara dipisahkan. Dengan 

demikian, walaupun kekayaan negara tersebut 

berubah menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan 

Terbatas akibat transformasi tersebut, namun masih 

memiliki hubungan dengan negara karena status 

negara sebagai pemegang saham/pemilik modal. 

Ayat (4) 

Lihat penjelasan ayat (3). 

Ayat . . . 
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Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan "kepemilikan mayoritas" yaitu 

bahwa BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% 

saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini 

dimaksudkan agar negara tetap dapat melakukan 

kontrol melalui BUMN Induk serta terkait pula 

dengan perlakukan "disamakan dengan BUMN". 

Ayat (7) 

Yang termasuk dalam perlakuan yang sama dalam 

kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah 

antara lain terkait dengan proses dan bentuk 

perizinan, hak untuk memperoleh HPL, kegiatan 

perluasan lahan dan/ atau keikutsertaan dalam 

kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan 

yang melibatkan BUMN. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

	

Restrukturisasi 	dalam 	ketentuan 	ini 

dimaksudkan untuk memperbaiki struktur 

permodalan, seperti kuasi reorganisasi, 

pengurangan persentase kepemilikan saham oleh 

negara sebagai akibat pengeluaran saham baru 

yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi), 

dan pergeseran atau pengalihan saham milik 

negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas 

kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas 

lainnya sebagai Penyertaan Modal Negara antara 

lain dalam rangka pembentukan perusahaan 

induk BUMN (holding). 

Ayat.. . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 
Dalam melakukan penatausahaan, Menteri Keuangan 

menggunakan nilai penyertaan berdasarkan dokumen 

berupa Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri 

Keuangan (jika penetapan besarnya nilai penyertaan 

didelegasikan kepada Menteri KeUangan) dan keputusan 

RUPS atau Menteri tentang Penyertaan Modal Negara serta 

dokumen lainnya. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 

TAMBAI-IAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6006 


